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125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

Unda.ng Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3209); 

3. Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Q, Undane-I Jndana Nomor 8 -r ... ahun ... 1031 tentane Kitab Undanc- - "-'~ ~ b .._,.., ...... , ... '"""""" b .L.A..&. ...... - ~J - _,, .... \.A.A..A..&.b ..&..._.. ....., A."'"4,'""4J,.£.b 

Indonesia Nomor 1092); 

Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1956 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 

Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalarn Llngkungan 

Mengingal: 1. Undang-Undang Nomor 7 DrL Tahun 1956 tentang Pembentukan 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi 

Izin Usaha Perikanan. 

pelaksanaan pemerintahan daerah; 

satu sumber pendapatan daerah yang penLing guna membiayai 

Retribusi Daerah, merupakan Retribusi Usaha Perikanan QQJgh 

Menirnbang: a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 141 huruf e Undang 

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

BUPATI TAPANULI TENGAH, 

DENGAN RAHIV'LAT TtJHA.r, YAl~G MAHA ESA 

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN 

TE?,TA.J.~G 

PERATtJRA.i.~ DAERAH KABUPATEN TAPArnrLI TE.t.,GAH 

NOMOR 13 TAHUN 2012 

LEMBARAN DAERAH 
KABUPATENTAPANULITENGAH 
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165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4593); 

Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

Pembin H:lQ'Y"'I dan Penzawasan Penvelenenaraan Pemerintahan ..L '""' ........ ~i... ~ '-"'..L.&.b'-"- ... ..L .&. '.) .......... ~~ ... ""' .... .L ..... .i.J...i.La.l.lti.l .... 

Nomor 100, Tambahan Lernbaran Negra Republik Indonesia 

Nomor 4230); 

10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 Lenlang Usaha 

Republik Indonesia Nornor 50~.:1.\· ~ ............. ..._, ........ "" ..... ~ .............. ......, ~',,,JI .,, 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

5073); 
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

Undang-Undang Nomor 31 . Tahun 2004 tentang Perikanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154- 

7. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 LenLang Perubahan Alas 

Indonesia Nomor 5049); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara. Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5059); 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Ta.rnbahan Lembaran Negara Republik 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 LenLang Perimbangan 

4437) sebagaimana Lelah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Kedua At.as Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pernerin.Lahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4844}; 
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Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaien Tapanuli Tengah. 

P&sal 1 

KETENTUAN UMUM 

BAB I 

PERA'tURAN DAERAH TENTANG RErRIBUSI IZIN USAHA 

PERIKANAN. 
Menetapkan 

:OIEMUTUSKAr,: 

BUPATI TAPANULI TEi,GAH 

dan 

Denga.n Persetujuan Bersarna 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH 

2008 Tentang Skala Usaha Di Bidang Pembudidayaan Ikan; 
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 26 Tahun 

2007 tentang Organisasi clan Tata Ketja Dinas-dinas Daerah 

Kabupaten Tapanuli Tengah. 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 lent.ang Pembagian 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi dan Pemerintahan Daera.h Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara. Repu blik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pernaanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 

clan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 119, Tambah Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5161); 

13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 

2006 Tentang Usaha Perikanan Tangkap; 
14. Peraturan Merileri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 
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sarana dan Iasilitas tertentu guna melindurigi kepentingan umum clan 

menjaga kelestarian lingkungan. 

13. Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang 

menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan 

pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, 

kepentingan orang pribadi atau Badan. 

12. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka 

pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk 

pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, atas 

khu sus disediakan Jan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 

11. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan 

10. Penerirnaan Daerah adalah Seluruh Hasil Penempatan Dana Perneri ... ntah 

Daerah. 

kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

polilik, alau organisasi lainnya., lembaga dan bentuk badan lainnya lermasuk 

nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 

usaha milik negara (BUMNl, at.au badan usaha milik daerah (BUMD) dengan 

8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tapanuli Tengah .. 

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/ at.au modal yang merupakan kesatuan, 

baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang 

meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
6. Pejabat adalah pegawai yang cliberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. 

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelengaraan urusan Pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi clan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem clan prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerint.ahan Daerah. 

4. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah. 
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23. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian 

tindakan yang dilakukan oleh Penyiclik untuk mencari k~. mengumpulkan 

daerah. 

rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi 

19. Surat Ketelapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutriya disingkal 

SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah 

kelebihan pembayaran Retribusi k .. arena jumlah kredit Retribusi lebih besar 

daripada Reiribusi yang terutang atau sehartrsnya Iidak terutang. 

20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah 

surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif 

berupa bunga dan/alau denda. 

21. Surat Keputusan Keberatan adalah, Surat Keputusan atas Keberatan atas 

terhadap SKRD atau dokumen 1°1n yang dipersamakan, S¥...RnKBT dan 

SKRDLB yang diajukan oleh wajib Reldbusi. 

22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun clan mengolah data, 

keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional 

berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam 

yang terutang. 

18. SuraL Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah 

surat ketetapan retribusi yang menentukan besamya jumlah pokok retribusi 

melalui tempat pembayaran yang dihunjuk oleh Bupati, 

I 

14. Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pembayaran jasa atas pemberian 

Izin Usaha Perikanan kepada orang pribadi atau badan yang melakukan 

usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan. 

15. U saha Perikanan adalah kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh orang 

pribadi atau badan yang bergerak dibidang Penarigka.pan dan 

pembudidayaan ikan. 

16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas 

waktu bagi Wajib Retribu si untuk memanfaatkan jasa dan perizinari tertentu 

dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 

17. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah 

bukli pembayaran atau penyetoran Reuibusi yang Lelah dilakukan dengan 

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah 

untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemot.ong 

Retribusi Perizinan Tertentu. 
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memiliki dan mengelola usaha perikanan. 

Subyek Retribusi Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan yang 

Pasal 4 

(1) Obyek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk 

melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan. 

(2) Dikecualikan da.ri objek retribusi seba.gaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah kegiatan usaha yang dikecualikan untuk memiliki SIUP bidang 

perikanan tangkap dan pembudidayaan ikan sebagaimana diatur dalam 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 3 

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas setiap 

pemberian Izin Usaha Penangkapan dan Pembudidayaan Ikan. 

Pasal 2 

BAB II 

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRlBUSI 

bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi 
daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 

24.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. 

25. Kas Daerah adalah kas daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. 
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( 1) Seliap orang, kelornpok atau Ba.da.n yang rnelakuka.n kegialan u sa.ha 

perikanan di wilayah Laut, Perairan/Sungai dan Kolam di Kabupaten 

Tapanuli Tengah wajib merniliki IzL11 Usaha Perikanan (IUP}. 

(2) Jenis izin usaha perikanan a.dalah: 

a. usaha penangkapan ikan di laut dan perairan/sungai; 

b. usaha pernbudidayaan ikan tawar/payau/laut; 

c. usaha pengolaha.n ika.n; 

d. usaha pengumpulan/pengangkutan/pemasaran ikan; 

e. usaha perebusan dan penjemuran ikan; 

(3) Untuk meruperoleh iziri sebagaimana dima.ksud pa.da ayal (1), s1 

pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dengan persyaratan 

yang telah ditetapkan oleh Bupati. 

( 4) Iz in se bagaimana dir:n.aksud pa.da ay al ( 1), dapaL d iber'ikari set.ela.h 

jumlah Retribusi yang ditetapkan untuk itu telah dilunasi. 

Pasal 7 

PERIZINAN 

BAB V 

Tingkal penggunaan jasa Izin usaha Pet'ikarran diukur berdasarkan 

klasifikasi jenis usaha penangkapan, budidaya dan jangka waktu izin. 

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

Pasal 6 

BABI"v" 

Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan 
Tertentu. 

BAB III 
GOLONGAN RERTIBUSI 

Pasal 5 
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penyelenggaran pernberian dokumen izin , pengawasan di lapangan, 

pengendalian dan biaya pembinaan. 

biaya meliputi ( 1\ 
J. I' pada ayat (2) Biaya sebagaimana dimaksud 

dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin. 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif 

retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sarna 

Pa sa l 9 

BAB VI 

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR 

DAN BESARNYA TARIF RETP..IBUSI 

- 
(5) Perpanjangan izin dapal dilakukan dengan mengajukan permohonan 

kepada Bupati 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir. 

(6) Izin tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain, kecuali bagi 

pemegang izin perorangan yang Lelah meninggal dunia setelah 
memperoleh persetjuan dari Bupati. 

(7) Ketentuan Iebih lanjut mengenai syarat-syarat permohonan izin usaha 

perikanan, diatur oleh Instansi Lerk.ail. rnela.lui Kepul.usan Bupati. 

ianaka \XT!.'.lkt11 vane ~Qrr'\Q J t> ....... , ..... L._ ...... .J t> ...,.~AA ...... • 

(4) Izin yang sudah habis masa berlakunya dapat diperpanjang untuk 

(1) Izin usaha perikanan berlaku untukjangka waktu 3 (tiga) tahun. 

(2) Izin usaha Penangkapan ikan berlaku untuk jangka wakLu 1 (saiu) 

tahun. 

(3-) Izin usaha pembudidayaan Ikan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) 
Lahun. 

Paae.l S 

(5) Uaah a sebagaimana dimaksud pada ayal, (2), wajib memiliki izin dari 
Bupati. 
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(ekspedisi) = Rp. 200.000,-/tahun; 

h. Untuk usaha Pengangkutarr/Pemasaran hasil perikanan; 

s'ura.t izin usaha penga.ngkulan/pernasara.n hasil pei'ikanan. 

Rp. 500.000,-/ta..11.un; 

Rp. 1.000.000,-/Lahun 

Rp. 2.500.000,-/tahun; 

b. kapasitas 6-10 ton 

c. kapasilas 11-20 Lon 

d. kapasitas > 20 ton 

Rp. 300.000,-/tahun; 

surat izin usaha pengolahan pembekuan hasil perikanan 

[coldatorage]; 
a. kapasitas 0-5 ton 

: Rp. 1.000,-/mtr/tahun; 

pere busan/ pengeringan; 

a. pengolahan ikan 

perikanan hasil pengolahan usaha izin surat 
g. untuk usaha pengolahan; 

l.SOO,/rn2/thn; 

f. Surat izin usaha pembudidaya keramba jaring apung (KJA) = Rp. 

Rp. 200,- d. Surat izin usaha pembesaranypembenihan ikan air tawar 

I m2 /tahun 
e. Surat izin usaha pembudidaya rumput laut = Rp. 200,-/m2/tahun 

c. Surat iz in usaha pernbudidayaan ikan air payau (lambak) Rp. 

2. 000 ,- / m? / tahun; 

Rp. 60.000,-/ thn/unit; 

Rp. 50.000,-/thn/unit; 

RP 50.0001-/tahun/unit; 

b. Su rat iz in usaha penangkapan ikan; 

kapal ikan 5 GT s/ d 7 GT surat izin usaha 

perikanan; 

kapal ikan 8 GT s/d 10 GT surat izin 
usaha perikanan; 

surat izin kapal pengangkut ikan 

f;5 QnQ - I to hun /unit: '-' • "" ' I ""'.............,... ... .&. J ....._ ..... .&.. ' 
a Surat 1'71'n usaha nerikanan: Rp • .....'"""" .... .... ............ ... '-"- .t-''-' .&...a.... """--L..&.' ... " • 

(2) Besarnya retribusi ditetapkan, sebagai berikut: 

(1) Setiap pemberian izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada 

Pasal 2 dikenakan retribusi. 

Pasal 10 
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Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya 

atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 
I 

sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang 

tidak atau kurang dibayar. 

Pasal 13 

BAB IX 

SANKSI ADMINISTRASI 

Retribusi Izin Usaha Perikanan yang terutang dipungut di wilayah Daerah. 

Pasal 12 

BAB VIII 

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI 

(4) Hasil pungutan retribusi disetor ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten 
Tapanuli Tengah. 

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga / 

diborongkan. 

(2) Pemungutan retribusi dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi 

Daerah (SKRD) atau Dokumen lain yang dipersamakan. 

(3) Dokumen lain yang diperaamaka n sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dapat berupa kacis, kupon atau kartu langganan. 

Pasal 11 

BAB VII 

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI 
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sebagaimana dimaksud pada ayaL (1) diatur dengan Peraturan Daerah. 

(1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan 

untuk mendanai kegi.atan yang berkaitan 1angsung dengan penyelenggaraan 

pelayanan yang bersangkutan. 

(2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi 

Pasal 17 

BAB XII 

PEMANFAATAN 

I 
Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan 

untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah, diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 16 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi 

ditetapkan dengan Peraturan Bupati, 

Pasal 15 

BAB XI 
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI 

( 1) Pembayaran retribusi yang terutang dilakukan secara tunai/lunas. 

(2) Pembayaran retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, ditagih dengan menggunakan STRD. 

(3) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului 
dengan Surat Teguran, 

Pasal 14 

'" x 
TATA CARA PEMBAYARAN 
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dianggap dikabulkan. 

(4J Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan 

sebagian, menolak, atau menarnbah besarnya Relribu si yang terutang. 

.... , 
harus diberi keputusan oleh Bupati . 

...... u.1 ... 1.....~b' ,·, u.J.u..J i Lu1uuhl, udl1wa Keue1aU:U1 yw1g waJUka:n 

Surat Keberatan dilerima harus memberi keputusan alas keberatan yang 

• ._,c n n c1 . L)1~.~11 :u1c1L Keputusan Keberatan. 

(2} Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah untuk memberikan 

, •• , ,. 11i, · 1 r 1,1 r; (f't1,w"' ill -u1 Sf:Ja · t&ngga] dan ( 1 ' p 1 l t V'l t-: r 1 l l • 1 ' t : 'l '1 pl• 

Paul 19 

dan • , 1. 
I 1 ''( n t r:: 

-:>Uc.lLu h.l!ctud.cU.1 yang ceijau, J1 luar kehendak atau kekuasaan W ajib 

I .• l I· ·.t 

uilll 't\ v j LA., lb'~ ,'v cln .. Ll • .t .iLU. uuak Ud.JJdL uipeuuru karena keadaan 

...._~. 4ot.> ...... 01\..J.<l-1 \.....:.(....,1 0 U.{.a.11, 1-:~cu.all jika vajib etribusi tertentu dapat 

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan 

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalarh bahasa Indonesia dengan disertai 

atau peiabat yang dihuniuk atas Sl&D atau dokumen lain yang 

dinersama kan. 

KEBERATAN DAN BANDING 

'R .. "R XJTI 

Pasal 18 
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(3) Wajib retribusi dapat mengajukan pennohonan kekurangan atau 

pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar. 

(2) Wajib retribusi dapaL mengajukan pennohonan pengurangan atau 

penghapusan sanksi administrasi berupa Bunga dan kenaikan retribusi 

yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib 

retribusi atau buk.an kareria kesalaharinya. 

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembatalan SKRD dan 

STRD yang <la.lam penerbitannya terdapat kesalahan lulls kesalahan hitung 

dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang - undangan 

retribusi daerah. 

Pasa1 22 

TATA CARA PEIVIBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN 

ATAU PENGURANGA.~ SANKSI AD!WNISTRASI DA...'I\J PEMBATAI.,>_'I\J. 

BAB XV 

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan 

besarnya retribusi, 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara. pemberian pengurangan, 

keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1), dialur dengan Peraturan Bu pali. 

Pasal 21 

BAB XIV 

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN 

DAN PEMBEBASAN P.ETRIBUSI 

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan 

pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 
sebesar 2°/o (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan. 

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dihitung sejak bulan 

pelunasan sampai dengan diterbilkatinya SKRDLB. 

Pasal 20 
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(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada 

Bupali untuk perhiLungan pengembal:ian kelebihan pembayaran retribusi. 

Pasa1 24 

PEMBAYAR.t\_?i P .. ETR!BUSI 

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN 
I 

~A~ ..,....TTT 
Dl'1D AV LL 

diterima, 

(3) Pengajuan keberatan tida.k menunda pembayaran. 

(4) Pennohonan keberat.an sebagaimana ~naksud pada ayat (1) dan ayat (2), 

harus diputuskan oleh Bupati atau Pejabat yang di hunjuk dalam jangka 

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan 

STRD. 

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus 

disampaikan secara tertulis kepada bupati atau pejabat yang clihunjuk 

dalam jangka waktu paling lama 3 (liga) bulan sejak Langgal SKRD dan 

STRD 

Pasal 23 

BAB Xv"I 

TATA CARA PENYELFSAIAN KEBERATAN 

keputusan, ma.ka permohonan tersebut dianggap clikabulkan. 

ayat (2) dan ayat (5), Bupati atau Pejabat yang dihunjuk lidak memberikan 

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayal (2) dan ayal (3), 

harus ctisampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau 

Pejabat yang di tunjuk paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal 

diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan 

meyakinkan untuk mendukung permohonannya. 

(5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabal yang dihunjuk paling lama 3 (liga) 

bulan sejak surat permohonan di terima. 

(6) Apabila sudah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
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(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah 

melampaui waktu 3 (t:iga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, 

kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. 

Pasal 27 

KEDALUWARSA PENAGlllAN 

BAB XVIII 

( 1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pasal 24 1 dilakukan dengan 

menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR). 

(2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (3) diterbitkan 

bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran. 

Pasal 26 

imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan 

pembayaran kelebihan relribusi. 

(1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah 

dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, diterbitkan 

SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan 

pengembalian kelebihan pembayaran retribusi. 

(2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaiamana dimaksud pada ayal (1), 

dikembalikan kepada wajib retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak 

diterbitkan SJ¥...RDLB. 

(3) Pengembalian kelebihan pembaya.ran retribusi dilakukan setelah lewal jangka. 

waktu 2 (dua) bulan sejak ctiterbitkanhya SKRDLB, Bupati memberikan 

Paaal 25 

(2) Alas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), alas kelebihan 

pembayaran retribusi dapat diperhitungkan terlebih dahulu dengan Hutang 

Retribusi dan .sanksi administrasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bu pati. 

(3) Alas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayal (2), yang berhak alas 

kelebihan pembayaran tersebut dapat ctiperhitungkan dengan pembayaran 

retribusi selanjutnya. 
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(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas 

dasar pencapaian kinerja tertentu. 

Pasal 29 
INSENTIF PEMUNGUTAN 

BABXX. 

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk 

melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. 

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah 

kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Ketentuan lebih lanjut menenai La.La. cara penghapusan piutang retribusi yang 

sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasa128 

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG 

RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA 

BAB XIX 

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tertangguh apabila: 

a. diterbitkan Surat Teguran; atau 

b. ada pengakuan ul.ang Retribusi dad Wajib Relribusi, baik langsung 

maupun tidak langsung. 

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a, kedalu warsa penagihan dihitung sejak Ianggal dilerimanya Surat 
Teguran tersebut. 

(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya rnenyalakan rn.asih 

mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah 

Daerah. 

{5) Pengakuan utang ReLribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan pennohonan angsuran 

atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib 

Ret.ribusi. 
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bahan bukti tersebut; 

f. meminta bantuan tenaga ah.Ii dalam rangka pelaksanaan tugas 

penyidikan lindak pidana di bidang Retribusi Daerah; 

pencalalan, dan dokurnen lain, serta melakukan penyit.aan Ierhadap 

pidana di bidang Retribusi Daerah; 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, 

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan Iindak 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan 

sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; 

sehubungan dengan Lindak pidana Retribusi Daerah; 

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang 

pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 

keLerangan atau laporan tersebut rnenjadi lebih lengkap dan jelas; 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi 

wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak 
pidana di bidang Retribusi Daerah., sebagaimana dimaksud dalam Undang 

Undang Hukum Acara Pidana. 

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayal ( 1) adalah pejabat pegawai negeri 

sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat 

yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayal ( 1) adalah: 
a. menerima, mencari, mengumpulkan, clan meneliti keterangan atau 

laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar 

Pasal 30 

PENYIDIKAN 

BAB XXI 

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dilelapkan melalui 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif 

sebagairnana dimaksud pada ayal ( 1) diatur dengan Peraturan Bu pati dengan 
berpedoman kepada Peraturan Pemerintah yang berlaku. 
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Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi Yf-Ulg masih terutang 

berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu, sepanjang 

tidak cliatur dalam peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selamajangka waktu 

5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang. 

Paaal 32 

BABXXDI 

KETENTUAN PERALIHAN 

(1) Wajib retribusi yan tidak melaksanakan kewajibannya sehinga merugikan 

keuangan daerah diancam pidana kurungo.n paling lama 3 (tiga) bulan atau 

pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak 

atau kurang dibayar. 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pada ayal (1), merupakan 

pelanggaran. 

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan Negara. 

Paaal 31 

BABXXII 

KETENTUAN PIDANA 

J. menghentikan penyidikan; dan/atau 

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak 

pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan kelenluan peraturan 
perundang-undangan. 

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya 

penyidikan dan menyampaikan basil penyidikannya kepada Penuntut Umum 

melalui Penyiclik pejabat Palisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan 

ketentuan yang diatur da1am Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

I 
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan 

atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung clan memeriksa 
identitas orang, benda, clan/ atau dokumen yang dibawa; 

h. memotret seseorang yang berkailan dengan t.indak pidana Retribusi 
Daerah; 

1. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 
tersangka atau sakai; 
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,..,..Ll,,I,...,.,.,~,. DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR 13 
2012 SERI C 

Diundangkan di Pandan 
Pada tan al 17 September 2012 

RAJA BONARAN SITUMEANG 

BUPATI TAPANULI TENGAH, 

dto 

Ditetapkan di Pandan 

pada tanggal 17 September 2012 

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli 

Tengah. 

Pasal 34 

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur 

dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 33 

BABXXIV 

KETENTUAN PENUTUP 



Cukup jelas 
Pasal 5 

Cukupjelas 

Pasal 6 

Cukupjelas 

Pasal 7 
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Pasal 1 

Cukup jelas 

Pasal 2 
Yang dirnaksud dengan n Retribusi Izin U saha Perikanan n adalah retribusi 

yang dipungut alas pemberian izin alas kegiatan usaha penangkapan ikan 

di laut, di perairan/ sungai, dan kegiatan pembudidayaan, pembenihan, 

dan pembesaran ikan di tambak, kolam air tenang/deras. 

Pasal 3 

Cukupjelas 

Pasal 4 

n, PEJ.~JELASAN PASAL DEMI PASAL 

I. PENJELASAL~ UMU?,I 

Dengan ditetapkannya undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah clan Retribusi Daerah adalah sebagai salah satu upaya untuk 

mewujutkan otononomi daerah yang luas, nyala, dan bertanggung jawab, 

pembiayaan pemerintah dan pembagunan daerah yang berasa.l dari Pendapatan 

Asli Daerah, khususnya yang bersumber dari Retribusi Daerah perlu 
dilingkalkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan 
penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat terwujud. 

TENTANG 
RITRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN 

PENJELASAJ.~ 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH 

NOMOR 13 TAHUN 2012 
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Cukup jelas 
Pasal 24 

Cukupjelas 

Pasal 25 

Cukupjelas 

Pasal 23 

Pasal 22 

Cukupjelas 

Pasal 17 

Cukup jelas 
Pasal 18 

Cukupjelas 

Pasal 19 

Cukupjelas 

Pasal 20 

Cukup jelas 

Pasal 21 

Cukupjelas 

Pasal 16 

Cukup jelas 
Pasal 15 

Cukupjelas 

Pasal 10 

Cukupjelas 

Pasal 11 

Cuk.up jelae 

Pasal 12 

Cukupjelas 

Pasal 13 

Cukupjelas 

Pasal 14 0 

Cukupjelas 

Pasa.18 

Cukupjelas 

Pasal 9 

Cukupjelas 
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2012 NOMOR 13 SERI C 

IT\ ll T TT Tll. T 
l.t\.DU1'4 TAMBAHMi LEivffiARAN DAERAH KABUPATEN TAPAl'ftJLI 

Cukupjelas 

Pasal 34 

Cukup jelas 

Pasal 33 

Cukup jelas 
Pasal 32 

Cukupjelas 

Cukup jelas 
Pasal 29 

Cukupjelas 

Pasal 30 

Cukupjelas 

Pasal 31 

Cukup jelas 
Pasal 26 

Cukupjelas 

Pasal 27 
Cukupjelas 

Pasal 28 


